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ABSTRACK 
Agrarian Reform is a national strategic program aimed at realizing agrarian justice and 

improving community welfare through asset reform and access reform. This study aims to 

analyze the implementation of access reform, identify the obstacles encountered, and 

examine the solutions applied in the implementation of the Agrarian Reform Access 

Arrangement Program in Sumbermulyo Village, Bambanglipuro Subdistrict, Bantul 

Regency. 

This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were 

collected through interviews, observations, and documentation studies involving village 

officials, the Bantul Land Office, related government agencies, and beneficiaries of the 

program. Data analysis was conducted through data collection, data reduction, data 

presentation, and conclusion drawing. 

The results indicate that the implementation of agrarian reform access arrangement in 

Sumbermulyo Village has been carried out according to the established stages, including 

social mapping, institutional formation, identification of subjects and objects, group 

formation, planning, empowerment program implementation, as well as monitoring and 

evaluation. The empowerment program focused on developing local economic potentials, 

particularly ecoprint batik crafts and clothing alteration services. However, several 

obstacles were identified, including limited business capital, low human resource capacity, 

inadequate continuous assistance, and limited market access. To address these challenges, 

stakeholders implemented coordination strengthening, skills training, business mentoring, 

and facilitation of access to capital and marketing networks. Overall, the agrarian reform 

access arrangement program has provided initial benefits to the community, although its 

contribution to improving community welfare has not yet reached optimal results. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang 

Reforma agraria merupakan salah satu agenda strategis nasional yang bertujuan 

untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, khususnya di 

sektor pertanahan. Reforma agraria mencakup dua pilar utama, yaitu penataan aset 

(asset reform) dan penataan akses (access reform). Penataan akses merupakan 

upaya pemberdayaan subjek reforma agraria melalui fasilitasi akses terhadap 

berbagai sumber daya produksi, seperti permodalan, pelatihan, teknologi, serta 

akses pasar guna meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat penerima manfaat 

tanah. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya sebatas pada aspek distribusi 

tanah, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat agar tanah yang telah 

diberikan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan 

(Perpres No. 86 Tahun 2018) 

Pelaksanaan penataan akses menjadi sangat penting untuk dikaji karena 

berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya 

petani dan penggarap tanah. Melalui program ini, diharapkan masyarakat tidak 

hanya mendapatkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memiliki dukungan 

yang cukup untuk memanfaatkan tanah tersebut secara produktif dan berkelanjutan. 

Tujuan dari penataan aset adalah mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan dan 

penguasaan tanah dengan maksud untuk menciptakan keadilan, serta menangani 

sengketa dan konflik agraria. Penataan aset merupakan proses yang krusial dalam 

pengelolaan sumber daya suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utamanya 

meliputi optimalisasi penggunaan aset, pengelolaan risiko, peningkatan 

transparansi, peningkatan kinerja, kepatuhan terhadap regulasi, perencanaan dan 

penganggaran yang lebih baik, serta peningkatan nilai aset. Dengan penataan 

yang baik, organisasi dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi, 

mendukung pencapaian tujuan strategis, dan memastikan keberlanjutan dalam 

operasionalnya Reforma agraria adalah upaya yang diamanatkan oleh UUD 1945 

Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- 
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besarnya kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi ini menjadi dasar filosofis bagi 

negara untuk mengatur ulang penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agraria guna menjamin keadilan dan kemakmuran bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Landasan hukum pelaksanaan reforma agraria diperkuat melalui Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria 

(UUPA), yang mengatur prinsip- prinsip penguasaan tanah, asas fungsi sosial tanah, 

serta memberikan kerangka hukum bagi redistribusi tanah dan legalisasi aset. 

Ketentuan ini kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 

1961 yang mengatur teknis pelaksanaan pembagian tanah kepada petani penggarap 

dan mekanisme ganti rugi bagi pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk 

program reforma agraria. Seiring perkembangan, pemerintah menetapkan Peraturan 

Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai pedoman 

kebijakan nasional. Perpres ini menegaskan bahwa reforma agraria dilakukan 

melalui dua kegiatan utama, yaitu penataan aset (meliputi legalisasi dan redistribusi 

tanah) dan penataan akses (fasilitasi pemanfaatan tanah untuk kegiatan ekonomi 

dan peningkatan kesejahteraan). 

Kebijakan ini diperbarui dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 62 

Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Perpres terbaru ini 

mendefinisikan reforma agraria sebagai “penataan kembali struktur penguasaan, 

kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui 

penataan aset yang disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat 

Indonesia” (Salim & Utami, 2020). Perpres ini mencerminkan komitmen 

pemerintah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

perbaikan struktur kepemilikan tanah, tidak hanya terbatas pada pengaturan aset 

melalui legalisasi dan redistribusi, tetapi juga mencakup fasilitasi akses (access 

reform) agar pemilik tanah dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahannya untuk 

mengakses sumber daya ekonomi secara lebih efektif. 

Sementara itu, penataan akses bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui penganturan kepemilikan, 

penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini diupayakan dengan meciptakan 
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lapangan kerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses 

masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, serta 

memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup (Farah Ananda Resti,2022) 

Dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah menjadi modal 

utama dalam menentukan keberhasilan percepatan pelaksanaan reforma agraria. 

Penataan akses yang berkolaborasi dengan Masyarakat juga menjadi hal yang 

penting untuk menuntaskan pelaksanaan percepatan reforma agraria karena 

Masyarakat merupakan bagian dari stakeholder yang paling merasakannya dari 

dampak penataan akses. 

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran di bidang 

agraria adalah melalui program Reforma Agraria, yang tidak hanya berfokus pada 

penataan aset, tetapi juga pada penataan akses. Penataan akses menjadi penting 

karena bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola, 

memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya agraria yang telah dimiliki agar 

dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena 

itu, penelitian mengenai pelaksanaan penataan akses menjadi relevan untuk dikaji 

lebih lanjut. 

Kalurahan Sumbermulyo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki 

potensi agraria yang beragam, seperti lahan pertanian yang produktif dan tanah kas 

desa, serta didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan 

pertanian dan usaha ekonomi kreatif, seperti batik ekoprint. Selain itu, pemerintah 

daerah dan pemerintah kalurahan Sumbermulyo menunjukkan komitmen nyata 

terhadap pelaksanaan Reforma Agraria melalui berbagai kebijakan pemberdayaan 

masyarakat. 

Komitmen tersebut diwujudkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya agraria secara bijaksana dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem, serta 

keberlanjutan manfaatnya bagi generasi sekarang dan mendatang. Sinergi antara 

pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agraria tersebut 

menjadikan Kalurahan Sumbermulyo sebagai wilayah yang representatif untuk 

menggambarkan keberhasilan pelaksanaan penataan akses dalam rangka mencapai 
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tujuan Reforma Agraria, Oleh karena itu, lokasi ini dinilai tepat untuk mengkaji 

pelaksanaan penataan akses reforma agraria secara empiris di tingkat lokal. 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka itu penelitian ini mengambil judul 

Penataan Akses Reforma Agraria Di Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon 

Bambanglipuro Kabupaten Bantul Provinsi DIY 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan penataan akses reforma agraria yang di lakukan di 

kalurahan Sumbermolyo? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan akses reforma 

agraria di Kalurahan Sumbermulyo? 

3. Solusi apa yang diambil untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan 

penataan akses reforma tersebut yang di laksanakan di Kalurahan Sumbermulyo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui pelaksanaan penataan akses reforma agraria yang di lakukan di 

Kalurahan Sumberulyo 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan akses reforma 

agraria di Kalurahan Sumbermulyo 

3. Mengetahui solusi apa saja yang dapat dilakukakan untuk mengatasi kendala dalam 

proses pelaksanaan penataan akses reforma tersebut yang di laksanakan di 

Kalurahan Sumbermulyo 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penilitian adalah sebagai berikut : 

 

1. Ilmiah 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang agraria, kebijakan publik, dan 

pembangunan pedesaan. Hasil kajian ini juga dapat menjadi referensi akademik 

bagi peneliti, mahasiswa, dan akademisi dalam memahami pelaksanaan penataan 
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akses reforma agraria secara lebih komprehensif. 

2. Praktis 

 

Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan penataan akses 

reforma agraria di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan 

rekomendasi bagi instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), 

Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya 

dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran 

dan berkelanjutan. 

3. Sosial 

 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat Kalurahan Sumbermulyo dalam pelaksanaan reforma agraria, 

khususnya penataan akses, guna memperkuat pemberdayaan ekonomi dan 

kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan.
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Penataan Akses 

Reforma Agraria di Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon 

Bambanglipuro, Kabupaten Bantul”, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Kalurahan 

Sumbermulyo pada prinsipnya telah berjalan dan sesuai dengan 

kerangka kebijakan nasional reforma agraria. 

Penataan akses dilaksanakan melalui tahapan pemetaan sosial, 

pembentukan kelembagaan, identifikasi subjek dan objek, 

pembentukan kelompok, penyusunan rencana, serta pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat. Program yang dijalankan 

berfokus pada penguatan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis 

potensi lokal, khususnya usaha kerajinan batik ecoprint dan jasa 

vermak. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa penataan akses 

tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah mengarah pada 

upaya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat penerima 

manfaat. 

2. Dalam Pelaksanaan penataan akses di Kalurahan Sumbermulyo masih 

menghadapi sejumlah kendala 

Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan 

permodalan usaha, rendahnya kapasitas sumber daya manusia 

dalam pengelolaan usaha, keterbatasan pendampingan yang 

berkelanjutan, serta belum optimalnya akses pemasaran produk 

masyarakat. Kendala-kendala tersebut berdampak pada belum 

maksimalnya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

penerima program penataan akses reforma agraria. 
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3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala penataan akses 

bersifat adaptif, namun masih perlu penguatan. 

Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan koordinasi 

antar-stakeholder, pemberian pelatihan keterampilan, 

pendampingan usaha, serta fasilitasi akses permodalan dan 

pemasaran. Solusi tersebut menunjukkan bahwa penataan akses 

memerlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, tidak hanya 

berhenti pada tahap pelaksanaan awal program, tetapi juga 

mencakup monitoring dan evaluasi secara rutin. 

Secara keseluruhan, penataan akses reforma agraria di Kalurahan 

Sumbermulyo telah memberikan manfaat awal bagi masyarakat, namun 

belum sepenuhnya mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan secara 

optimal. 

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup 

hanya dengan redistribusi dan legalisasi tanah, tetapi harus diikuti dengan 

penataan akses yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan 

penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta sinergi 

lintas sektor yang lebih intensif, penataan akses reforma agraria di Kalurahan 

Sumbermulyo berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mendorong 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. 

 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Desa dan Instansi Terkait 

Diharapkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor antara Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, serta 

lembaga keuangan agar pelaksanaan penataan akses dapat berjalan lebih efektif. 

Pemerintah juga perlu meningkatkan mekanisme pendampingan, pengawasan, dan 

evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan keberhasilan program di tingkat 

masyarakat. 

2. Bagi Pemerintah Kaluraha Sumbermulyo 
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Pemerintah Kalurahan perlu terus berperan aktif dalam memfasilitasi 

kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pembinaan, dan 

penguatan kelembagaan kelompok usaha. Potensi lokal seperti ecoprint, jasa 

konveksi, serta agrowisata perlu dikembangkan melalui kemitraan dengan 

pihak swasta, akademisi, maupun lembaga keuangan agar berdampak nyata 

terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. 

3. Bagi Kelompok Usaha dan Penerima Manfaat Reforma Agraria 

Kelompok penerima manfaat diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan manajemen usaha, inovasi produk, dan kemampuan pemasaran 

digital. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga 

keberlanjutan dan kemandirian hasil program penataan akses. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian lanjutan disarankan untuk meninjau aspek dampak ekonomi 

jangka panjang serta mengevaluasi efektivitas pendampingan dan model 

kemitraan dalam pelaksanaan penataan akses reforma agraria, agar hasilnya 

dapat dijadikan acuan pengembangan kebijakan di daerah lain. 
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